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PERATURAI{ REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS HARET
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TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL
DEKAN, DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR, KETUA LEIBAGA, SEKRETARIS

LETBAGA" KEPATS PROGRAT STUDI, KEPALA
I.AEORATORIIfl'BEIiIGKEUSTUDIO, OAil KEPALA PUSAT

I)l IJ}IIVERSITAS SEBELAS TARET

DENGAN RAHTAT TUHAN YANG NAHA ESA

REKTOR UNIVERS]TAS SEBEI.AS TARET

Menimbang : a. bahwa dengan tehh <litetapkan Perduran Rd<tor
tentang Pemilihan Rektor UNS, perlu s€gera
menetrapkan Peraturan Rektor tentarp perctapan dan
Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan,
Direktur, Wakil Direktur, Ketra Lernbaga, Sek€taris
Lembaga. Kepala Program SMi, Kepala Laboratorium/
BengkeUStudio, dan Kepala pusat di Universilas
Sebehs Maret.

b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Sebelas Marct
t{ornorl56tuN.27tKPl2O11 tentang penrilihan Calon
Pimpinan Universilas, Fakultas, dan program Studi
serta Peraturan Rektor Nomor 55S/uN.27l KpnOfi
bntang Pemilihan Calon Direktur, Asieten Elrektur
Prognarn Pa.sca-sarjana, lGtue dan Seilrdaris program
Studi Pascasarjana, Kefua dan Sekretaris Lenrbaga,
Serta Kepala dan Sekretarb pusat, sudah tidak seuai
dengan regulasi yang ada, dan perlu dltinjau kembali.

c. bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Poraturan Rektor Univeoitas Sebelas Marct tentang
Pendapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan,
Whkil Dekan, OireKur, Wakit Direktur, Ketua Lembaga,
Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala
Laboratorium/BengkeUStudio, dan Kepala pusat di
U n irrersitas Sebelas Maret'



Mengingat 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendkiikan Nasional (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 7g,
Tambahan Lembaran Negara Republk lndonesia
ilomor uti!01);

2. Undang-Undang Republik lMonesia Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republk lrdqlesia Nomor45g6);

3. UrdargrUndang Republik lrdqresb No.rnr 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republk lrdon€sia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lenrbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 523{):

4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran lrlegara
Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lernbaran Negara Repubft lndonesh Nomor5336);

5. Perafuran Pemerintah Republik lndonesia Nomor 37
Tahun 2009 tentang Doeen (Lenrbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan
Lernbaran Negara Repubft lndoneoia Nonor Sfi)7);

6. Perafuran Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegr*rai Negeri Sipit
(Lembaran Negara Republik lndonesh Tahun 2010
Nomor 74);

7. Perafuran Pemerintah Repubtk lndmesia Nqnor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan a6 peratran
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2013 Nomor 71);

8. Perafuran Pemerinlah Republik lndonesia Nqnor 4
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendifikan
Tinggi dan Pengelolaan Pequruan Tinggi (Lembaran
ttlegara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 16);

9. Perafuran Presiden Republik lndonesia Nonror 0B tahun
20'12 tentang Kerangka Kualifikasi Nasinnal lndqresia
(Lernbaran Negara Repubht lndqresia Tahun 2fi2
f{omor 24);

l0.Keputusan Presiden Republik lndonesia Nornor 10
Tahun 1976 tentang Pendirbn Univeeitas Negeri
Surekarta Sebelas Maret, yarc dftSeh dengan
lGp{dusan Presiden Republik lndom*l Nornry 55
Tahun 1982 tentang Susunen Organisasi Universibs
Sebehs Maret (UNS);

ll.Keputusan Menteri Pend6ikan Nasinnal Republik
lndonesia Nomor 11A0nW tentang Statfra
Ur*versitas Sebelas Maret;
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12.Keputusan Menteri penditlikan Nasbnal Republik
lndonesia Nomor 118AlpN"AIll(P/201i bntang
Pengangkatan prof.Dr. R. tGrsili, M.S sebagai Reklor
Uni€nritas Sebelas Maret, mffi j:rbdan tafrun 2011_
2015;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendkiiken
Tinggi Republik lndonesia Nomor .l Tahun 2015 tEntang
Pengangkataan dan penrberhent'lran Rektor/Ketua/
Dir*tur pada Pequruan Tinggi yang Dbelenggerakan
Hr Pernerintah;

14. Peraturan Menteri pendiiikan dan Kebrdayaan
Republik lndonesia Nonror 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional PendirJikan Tinggi (Berita Negara
R€publik lMonesia Tahun 2014 Nornor 769);

l5.Peratnan Menteri Miiikan dan Kebtdayaan
Republik lndonesia Nomor 82 Tahun 2014 bntang
Organisasi dan Tata Kerja Univereitas Sebelas Maret;

16. Kepufusan Senat UnhrersiDas Sebelas Marct Nonror
&filH27ll(lLn0O8 tentang Anggaran Rumah Targga
Senat tlniversitas Sebehs triaret.

Memperhatikan : Persetujuan senat dalam sidang pleno senat Universitas
Sebelas Maret tanggal 17 Februari 2015.

TEXUTUSKAN:

Menetapkan

PR∞RAM  STUDl,  KEPALA  LABORATORItrW
BEttGKELISTUD:0,  DAN  KEPALA  PUSAT  Di
UWERSITAS SEBELAS HARET

BAB:
KFrENTUAN U‖U‖

Pasai l

Di dalam Peraturan Rektor univers“ hs Sebelas Maretinil yang dimaksud dengan:
l  Un:versMs adalah unlversbs Sebe:as Maret
2 Pirnpinan universLs ada:ah rektor dan wak‖ rektor univershs
3 Rektor adalah pimpinan tattnggi universlas
4 Waki:Rektor ada:ah unsur pimpinan un市 ersitas sebagai satu kesatuan dengan

躙 :蹴躙 酬 辮鷺埠鍔
棚 棚 L棚器 :棚

,a Samal yang masing■■asing d贅買受x■
Seレ頭 躙 k‖ reにorL wak‖ rektor il,wa‖l rektoF‖ L dan Wak‖ FektOr Ⅳ .
5  Faku“as adabhね kubs di:ingkungan universias
6 PiFnpinanfhkuLs admh dekan dan waki:dekan
7 Dekan adalah pmp― 鮨mfakuLs
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8. wakil dekan adalah unsur pimpinan fakultas sebagai satu kesatuan dengan
dekan, yang terdiri atas wakil dekan birlang akademik, wakil dekan bidang
umum dan keuangan, serta wakil dekan bklang kemahasiswaan dan alumni
pada fakultas di lingkungan universitas, yang masing+nasing disebut sebagai
wakil dekan 1, wskil doken ll, dan wakil dekan lll.

9. Pimpinan pascaserjana adalah direktur dan wakil direktur.
10. Direktur adalah dirddur pascasarjana.
f f.wakil direktur adahh wakil pimpinan pascasarjana sebagai safu kesafuan

dengan direktur, yang brdiri atras wakil direktur biJang akademik dan rvakil
diroktur bidang umum dan keuangan.

'l2.Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah rektor, yang meliputi
Lembaga Peneffitian dan Pengabdian Masyarakat (LppM) dan Lembaga
Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LppMp).

13. Lembaga dipimpin oleh seorang ketua lembaga yang dibantu oleh seorang
sekrstarb l€mbaga.

14. senat univers'rtas adabh organ di tingkat universitas yang menjalankan fungsi
ponetapan dan pemb€riao pertimbangan pelaksanaan k€biiakan akademk.

1s.Send fakuhas adalah organ di tingkat fakutas yang mernpunyai tugos
mernbedkan pertinbangan dan pengawasan terhadap dekan clalam
pehksmaan kebipkan akadenrik di tingkungan fakultes.

l6.Program studi dan hboratorium/bengket/studio adalah program studi dan
hboratorium/bengftel/silrdb di lingkungan universitas.

17.Pusat adalah unil di bawah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan penelitian/pengkajian, pengabdian kepada maeyanakat,
pengembangan pcrnbolajaran, dan penjaminan mutu sesuai dengan
bk aqnya.

lS.Pimpinan progmm studi adalah koordinator program sfudi yang selanjutnya
disobd kepah program strrdi.

19.Pimpinan laboratorium/bengkeustudio dan pusat adalah kepala laboratorium/
bengkeUHudio dan kepah pusat di lingkungan univeoitas.

20. Kekxnpok iabatan fungsional dosen program studi dan hboratoriumlbengkeu
studio adalah dosen tetap program studi dan laboratorium/bengkeustudio
stndio di lirBkungan universitas.

2l.Dosen te(ap adalah dosen yang berstatus pegawai negeri sipil dan non
pegawai negeri sipil universitas di fakuttas/program sh.rdi/laborabrium/
bengkeUstr.ldb yang bersangkutan dan memiliki jabatan furpsional.

22. Jabahn adalah jabatan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, wakil
direktur, kefua lembaga, sekretaris lembaga, kepala program studi, kepala
labonatorium,/bengket/ltudio dan kepala pusat.

23. Pemurqutan suaftr adalah proses pemberian suara oleh senat universitias atau
senat f,akultas untuk nremberikan pertimbangan kepada rektor dahm
mengangkat wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, dan kefua lembaga.

24.Panfira persiapan penrilihan calon pimpinan universitas (p3cpu) adalah panitia
yang dibentuk berdasa*an keputusan rektor/ketua senat universitas untuk
membantu senat dahm melaksanakan pemberian pertimbangan unfuk
menetapkan calon rekbr dan wakil rektor.

25. Panitia persiapan pemilihan calon pimpinan fakultas (p3cpF) adalah panitia
yang dibentuk berdasarkan keputusan dekanftetua senat fakultas unfuk
membantu senat fakultas dalam melaksanakan pemberian pertimbangan unfuk
mene@kan dekan dan pimpinan fakultas lainnya.
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BAB II
PERSYARATAN CALOI{

Pasal 2

Persyaratan untuk diangkat sebagai calon pimpinan universitas, fakultas,
pascasarjana, lembaga, program studi, pusat, laboratorium/bengkeUstudio:
1. Beriman den berteqlva kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Telah bekerja aktil sebagai do6en tetap minimal 2 (dua) tahun bertuM{urut

pada:
a. fakultas di lingkungan universitas untuk calon wakil rd<tor;
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b. fakuftas yang bersangkutan untuk calon dekan dan wakil dekan:.
9t program studi )€rE besangkutan untuk kepah program studi;
Memilki kepribadian yang bak, kecerdasan dan kreatifras yarp ti+rggi,
tanggung jarab yang tinggi atas tugasnya, dan hubungan personai, sosi-|,
dan keria yang baik dengan pihak-pihak di dalam dan di luer universitas.
Tidak...pemah dipidana peniara berdasarkan keputusan pengaditan yang
memiliki kekuatan hukum tetap.
Tidak sedang menjalani tugas belajar tebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar
dalam.rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi
yang dinyatakan secara tertulis.
Pada saat pomungutan suara berusia maksimal 6O tahun.
Pada setiap unsur dalem daftar penilaian pelaksenaan pekeriaan (Dp3)
pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun 2013 sekurang-kurangnya bemilai baik,
kecuali unsur t<esetiaan yang harus bemilai amat uaih oan 

-penitaian 
piestasi

keqa PNS tahun 2014 sd<urang-kurangnya bemilai baik.
Pada saat pcrnungutan suara dilaksanakan, tidak menduduki jabatan yang
eamals€tara sohrna due kali berturut{urut.
itlernbuat pemyahn brtulis:
a. bemedh di:alonkan menjadi pimpinan.
b. menyerahkan daftar riwayat hidup.
c. bersedia memenuhi keurajiban dan tidak mehnggar larangan sebagaimana

tersebut pada Perafuran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan fraturan
perundang-undangan hin yang bedaku.

４

　

５

６

７

８

　

　

９

- 9. b.rs4i" tidak mengikuti studi lanjut selama menduduki jabatan.
lO.Dinyatakan sehat jasrnani dan mental oleh tim pensuji kesehatan RS dr.

Moewardi bagi calcn wakil rcktor, dekan, direktur dan ketul bmbaga.
11. i/bmiliki kualifikasi aledernik dan jabatan turEsional minimat sebalai berikut.

a. Calon uakil rd<tor: Doktor, lektor kepala.
b. Calon dekan: Eloktor, lektor kepata.
ｃ

ｄ

ｅ

ｉ

ｇ

ｈ

Calm wakil dekan: Magister/Sp, lektor kepala atau Doktor, lektor.
C€bn direffirc Dolrbr, lektor kepala.
Calon wakil dircktur: Doktor, lektor.
Cabn kdla lembegs: Doktor, lektor kepala.
Cabn sffi*is tsrnbagar [tagister/Sp, lektorkepah; Doktor, bktor.
Calon kepala program studi program sarjana dan diploma: Magister/Sp,
lektor.

i. Calon kepah program studi pascasarjana : Dc*<tor, let<tor.j. Calon kepah bbordorium/bengkeUstudio: Magister/Sp, lektor.
k. Calon kepab pusat tvhgbter/Sp, lektor.

l2 Fakultas yang tirlek cukup mempunyai calon yang memenuhi persyaratan
seperti pada butir 2 dan 11 diatur lebih lanjut dengan sulat keputusan rei:tor.

13.Latar belakang pendidikan calon pimpinan fakultas dan program studi diatur
ssbagei berikut;
a. Dekan merniliki disiplin ilmu doktorar yang sesuai dengan disiplin ilmu yang

dkernbangf,an di Gd(ufras.



b. Wakil dekan memiliki disiplin ilmu magister atau doktoral yang s6uai
dengan disirin ilmu yang dikembangkan di fakultas.

c. Kepah program studi memilki disiplin ilmu magister atau doktoral yang
sesuai dengan disiSin ilmu yang dikembangkan di program studi.

d. Kepala laboratorium/bengkeUstudio memiliki disiplin ilmu magister atau
doktoral lang seuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di
laborabdum/bengk€Uetudio.

e, lGpala pusat nremiliki disiplin ilrnu magister atau doktoral yarp sesuai
dengan disirlin ilmu yang dikembangkan di pusat.

BAB III
TATA CARA PEI{ETAPAN DAN PENGANGKATAN WAKTL REKTOR

Pasal 3

(1) Wakil rcktor ditetapkan dan diangkat oleh rektor dengan pertimbangan senat
universitas.

(2) Pernberian pert:mbangan oleh senat universftas dilakukan mehlui
pemungutan suara,

(3) Pemungutan suara untuk calon wakil rektor dilaksanakan selambat-
lambataya 12 (dua bclas) hari kerja setelah pelantikan rckbr t€rpilih.

(4) Pemungutan suara unhrk calon wakil rektor dilaksanakan oleh senat
universitas dbantu oleh P3CPU dalam sidang pbno senat tertdup dengan
acara tunggal, yaitu pemungutan suara untuk wakil rektor.

(5) Anggota senat universilas memiliki hak suara apabila yang bersangkutan
hadir ffim skfarq pbno senat universitas.

(6) Sklang dipimpin oleh rektor selaku ketua senat universitas dibantu oleh
sekretaris senat universitas. Apabila sekretaris senat menjadi calon wakil
rektor atau berhalangan hadir, maka kedudukannya dQantftan obh anggota
senat uniyer8itas lennuda usia.

(7) Pemungutan suara untuk calon wakil rektor dilakukan secara serentak untuk
wakil rsktor l, ll, lll, dan ]V.

(8) Rektor mengajukan calon wakil rektor 3 (tlga) orang untuk setiap jabatan
skil rektor.

(9) Penentuan urutan calon wakil rektor didasarkan atas banyaknya perolehan
suara.

(10) Setiap angota senat trniversitas mempunyai 1 (satu) ffi $rara untuk
rnemilih matirEFmanng 1 (satu) wakil rektor.

(1 1) Sidang pleno senat uniwrsitas mengesahkan hasil pemungutan suara wakil
rektor pada berfta acara.

(12) Undangan untuk menghadiri sidang pemungutan suara wakil rektor
dikirimkan kepada anggota senat universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja sebelum sirang pemilihan dilaksanakan.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

DEKAN DAN WAKIL DEI(ATI

Pasal 4

(1) Pemungutan suara untuk dekan dan wakil dekan dilaksanakan oleh senat
fakultas dan dibantu oleh P3CPF, berdasarkan keputusan dekary'ketua senat
fakultas.
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(2) P3CPF dibentuk paling lambat 7 hari setelah Rektor dilantik.
(3) P3CPF terdiri atas satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan sejumlah

anggota;
(4) Sekr€tarb P3CPF diiabat oleh sekretaris senat fakuhas;
(5) Apabila sekretaris senat menjadi calon pimpinan fakultas, kedudukan dan

keanggotaannya dalam P3CPF digantikan oleh anggota senat termuda usia;(6) P3CPF bertr4as:
a. m€nyiapkan perByaratan calon pimpinan fakultas;
b. rnenda{tar narna bakal calon pimpinan faku}tas yang menrenuhi

p€Gyardan;
c. mengnnntrnkan penOmaran calon pimpinan fakuttas;
d. meneliti kelengkapan persyaratan bakal calon pimpinan fakuftas;
e. membanfu senat fakultas menyelenggarakan innentarisasi bakal calon,

penyaringan dan pemungutan suara calon pimpinan fekulhas.

Pasel 5

(1) Dekan ditetapkan dan diangkat oleh reKor dengan pertimbangan senat
fakuhas.

(2) Pemberian pertimbangan oleh senat fakultas dilakukan melalui pemungutan
suaE.

(3) Pemungutan suaE! untuk calon dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 12
hari kefia B€telah pelantikan wakil rektor, pada tanggal yang sama untuk
seluruh fakulbs.

(4) Penungtan suarr unhrk calon dekan dilaksanakan oleh senat fakul&as, yang
ditadu P3CPF dala'n sltang pleno senat dengen acan tunggal, yailu
pemungutan suara calon dekan.

(0 Sifang pleno senat fakultas dipimpin oleh ketua senat fakultas, diriampingi
oleh sekretaris senat ltahitas. Apabila dekanftefua senat danfru selnetaris
senat dicalonkan atau berhalangan hadir, sidang pleno senat dipimpin oleh
anggota senat terlua usia dan sekretaris senat diganti oleh anggota senat
termuda usia.

(6) Pemungutran suara untuk calon dekan dilakukan melalui tahap inventarisasi
bakal calon, penyaringan bakal calon, dan pemungutan suara calon.

O lnventarisasi bakal calon dekan untuk membuat daftar dosen yang
memenuhi persyaratan dan bersedia menjadi bakal calon dekan.

(8) lnventarisasi bakal calon dekan dilaksanakan oleh P3CpF paling lambat 2
minggu setebh pelantikan rektor.

(9) Penyaringan bakal calon dekan dilaksanakan oleh senat fakultas untuk
memilih 3 (tiga) calon dekan.

(10) Penyaringan calon dekan diselenggarakan paling lambat 3 minggu setelah
pelantikan rektor

(11) Apal'i&a iumlah bakal calon dekan pada tahap hrrentarisasi hanya 3 (t!p)
orang, hngsung dihksanakan pemungutan suam tanpa melalui tahap
penyaringan.

(12) Apabila iumtah bakal calon dekan pada tahap inventarisasi krrang dari 3
(tiga) orang, dilakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan rektor
sebelum menuju ke tahapan selanjutnya.

(13) Setiap anggotra senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
(14) Sidang pleno senat fakuftas mengesahkan hasil pemungutan suara dekan

dalam berita acara.
(15) Undangan untuk rnenghadiri rapat pemungutan suara dekan dikirimkan

kepada anggola senat fakuttas selambat-lambatnya 7 (tujuh) had keria
sabelum rapat pernilihan dihksanakan.
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Pasal 6

(1) Wakil dekan ditetapkan dan diangkat oleh rektor dengan pertimbangan senat
fakultas.

(2) Pemberian pertimbangan oleh senat fakultas dilakukan melalui pemungutan
suara.

(3) Pemungutan srrara untuk calon wakil dekan dilaksanakan selambat-
lambahyra 12 (dua belas) hari setelah dekan diletapkan.

(4) Pemungutan suara calon wakil dekan dilaksanekan oleh senat fakultas dalam
rapd seriat dengan acara tunggal pemungutan suara calo,n wakil dekan.

(5) Anggota senat fa*uftas rnemiliki hak frlh apabila yang bersangkdan hadir
dalam rapat 8enat.

(6) Rapat dipimpin oleh dekan selaku ketua senat fakultas dibantu oleh
sekrefiaris senat falottas dan P3CPF. Apabifta selaeilaris senat menjadi cabn
wakil dekan atau berhalangan hadir, maka kedudukannya digantikan oleh
anggota serd fakultrs bmuda usia.

(7) Pemungutan suara unfuk calon wakil dekan dilakukan seczrra serentak untuk
wakil dekan l, ll, dan lll.

(8) Dekan mengajukan calon wakil dekan masing-masing 3 (tiga) orang nama
untuk setiap jabatan wakil dekan.

(9) Apabila iumhh calon wakil dekan pada tahap inventarisasi kurang dari 3
(tiga) orang, dilakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan rektor
sebelum ke tahapan selanjutnya.

(10) Setiap anggota senat fal<ultas mempunyai hak 1 (satu) suara untuk menrihh
masingrnaslng 1 (sdu) nnakil dekan.

(11) Penentuan untan rvakil dekan terpilih didasarkan atas jumlah perolehan
suata.

(12) Siriang pbno senat fukuttas mengesahkan hasil pemungutan suara cabn
wakil dekan dalam berita acara.

(13) Undangan untuk menghadiri rapat pemungutan suara calon wakil dekan
dikirimkan kepada anggota senat fakultas selambatJambatnya 7 (tujuh) hari
keria sebdum rapet panrilihan dilaksanakan.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN DAN PENGANGI(ATA}I DIREKTUR

DAN YYAKIL DIREKTUR

Pasal 7

(1) Direktur ditetapkan dan diangkat oleh rektor.
(2) Rektor mehporkan penetapan dan pengangkatan direktur program

pascasarjana kepada senat universitas.
(3) Wakil dircktur ditdapkan dan diangkat oleh rektor berdasarkan usulan

didGrr.

BAB Vl
TATA CARA PEI{GANGI(ATAN KETUA OAN SEKRETARIS LEIBAGA

Paeal 8

(1) Ketua brnbaga diEtfl<an dan diangkatoleh reiltur.
(2) Rektor melaporkan penetapan dan pengangkatan ketua lembaga kepada

senat universitas.
(3) Sekretaris lembaga drtetapkan dan diangkat oleh reKor berdasarkan usulan

ketua lembaga.
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BAB VtI
TATA CARA PENGANGKATAN

KEPAI..A PROGRAT SruDl DAiI KEPALA
I..AEORATORruTT'BEN G KEL'STUDIO

Pasal 9

(1) Kepala program sfudi dan kepala laboratorium/bengkel/studio di lingkungan
fakultas ditetapkan dan diangkat oleh rektor atas usulan dekan berdasarkan
usulan kelompok jabatan fungsional dosen.

(2) Kepah program studi di lingkungan pascasarjana ditetapkan dan diangkat
oleh reKor atas usulan dircktur terpilih dan dekan teftait.

(3) Dekan mengajukan nama-nama kepala progrem studi dan kepala
laboratoriurn/bengkeUstudio kepada rektor, masing-masing dua (2) nama.

(4) Direkfur bersama dekan mengajukan nama-nama kepala program studi
kopada rektor, masingmasing dua (2) nama.

(5) Setelah rektor mendapd<an persetujuan menteri, dahm hal dibutuhkan
adanya sekrctaris program studi dan sekreta,ris pusat, dapat diusulkan
penetapannya oleh rektor dengan tata cara seperti penetapan kepala
program studi dan kepala pusat.

(6) Setelah rektor mendapalkan persetujuan menteri, dalam hal dibuMtkan
adanye kepala jurusan, dapat diusulkan penetapannya oleh rektor dengan
tata cara seperti penetapan kepala progem sfudi dan kepah pusat.

fD Kepala pusat di lingkungan lembaga ditunjuk oleh rekior atas usulan ketua
lembaga.

(8) Ketua lembaga mengajukan nama-nama kepala pusat kepada rektor masing-
masing due (2) nama.

(9) Penetapan dan pengangkatan kepala program sfudi, kepala laboratorium/
bengkeUstndio di lingkungan fakultas selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari kerja setblsh pclantikan wakil dekan terpilih.

(10) Penetapan dan pengangkatan kepala program studi di lingkungan program
pascasadana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari keria se{elah
pehnfikan wakil direfttur terpilih.

(11) Penetapan dan pengargkatan kepala pusat sehmbat-hmbatrya 14 (ernpat
b€hs) had keria sefufiEh pebntikan selnetaris ternbaga terpilih.

BAB VIl!
KUORUT SIDAT{G'RAPAT DAN PENGATBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

(1 ) Kuorum s*lang/rapat dietur sebagai berikut;
a. Sidang/rapat dapst dimulai jika memenuhi kuorum, yaitu dihadiri oteh 2/3

(dua pertiga) jumlah anggota;
b. Jika kuorum seperti tersebut pada huM a belum terpenuhi, sidangr/rapat

ditunda setama 30 rnenil. Setelah penundaan dan dihadiri oleh S0%
anggota + 1, sidangy'rapatdapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah;

c. Jika kuorum seperti tersebut pada huruf b belum terpenuhi, sidang/rapat
ditunda selama 30 menit. Setelah waktu penundaan, sidang/rapat dapat
dimulai dan keputueannya dioyatakan sah.

(2) Pengsrbihn put san dabm sklang/rapat diatur sebagai berikut;
a. Pengartihn putran diusahakan dengan musyararah untuknuffi afu durgm pernungutan suara;

rlencapal

b. Pengambilan putusan dengan pemungutan suara didasarkan pada
banyaknya perdolran suara;

9



BAB IX
TATA CARA PENGUSUI.AN PENGANGKATAN CALON

Pasal ll
(f) Penyampaian hasil pemungutan suara wakil rektor, kepada reKor dilakukan

pada hari yang satna setolah pengesahan oleh senat universitas.
(2) Penetapan dan pengangkatan wakil rektor paling lambat 2 hari kerja setelah

pemunguten suere.
(3) Dekan/ketua senat fakuftas menyampaikan hasil pemungutan suara calon

dekan kepada rel(or pada hari yang sama setehh pengesahan senat
fakuttas.

(4) Penetapan dan pengangkatan dekan paling larnbat 2 hari kerja sotelah
pemurEuten suara.

(5) Dekan berdasarten portimbangan senat takultas, menyampaikan hasil
pemungutan suara calon wakil dekan, paling lambat 12 (dua belas) hari
setsfah penstapan dan pengangkatan dekan .

(6) Penetapan dan pengangkatan wakil dekan paling lambat 2 (dua) hari kerja
sotelah pemungutan suara.

A Penelapan dan pengangkatan direKur dan ketua lembaga paling tambat 21
(dua puluh satu) hari setelah penetapan dan pengangketan wakil rektor.

(8) Penetapan dan pengangkatan wakil direktur dan sekrctaris lembaga paling
lambat 7 (tujuh) hari seteleh penetapan dan pengangkatan direktur dan ketua
lornbaga.

(9) Dekan terpilih berdasarkan usulan kelompok jabatan fungsional doaen,
menyampaikan usulan calon kepala program sfudi dan kepala laboratorium/
bengkeustrdb kepada rektor selambat-lamb#Va 12 (dua belas) hari
sesudah rckil dekan di&*apkan.

(10) Penetapan dan pengangkatan kepala program studi dan kepala
laboratorium/bengkeUsfudio di lingkungan fakuttas, selambatJambahya'14
(empat beles) hari s€sudah wakil dekan ditetapkan.

(11) Penetapan dan pergangkatan kepala program studi di lingkungan pasca
sariane, selambat-lsrnbatnya 14 (empat belas) hari sesudah wakil direKur
ditetepkan.

(12) Penetapan dan pengangkatan kepala pusat di lingkungan lembaga,
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah wakil direktur ditetapkan.

(13) Direktur terpilih rnenyampaikan usulan calon kepala program studi selambat-
hmbahya 12 (dua bdas) hari sesudah wakil direktur ditetapkan.

(14) Ketua lembaga rnenyampaikan usulan calon kepala pusat selambat-
lambatnya 12 (dua belas) hari sesudah sekretaris lembaga diEtapkan.

(15) Pengwulan pengarqkatan calon pimpinan sebagaimana disebtilkan pda
pasal 2, dilflnpiri bedos kelengkapan:
a. surat pomyEtaan kesedlaan calon, dan surat pemyataan sebagairnana

digtur dahm Pasal 2 ;

ffirtimyathitup;
foto kopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
foto kopi surat keputusan dalam jabatan fungsional terakhir;
foto kopi iiazah terakhir/tedinggi;
daftar penilaian pehksanaan pekerjaan (DP-3) p€gawai negeri sipil

tahun 2013 dan penihian prestasi kerja PNS 2014.
bto kopi kailu pegarvai (IGRPEG);
surat keierangan hasil perneriksaan kesehatan untuk wakil rekor, dekan,
direktur dan ketra lembaga;

berita acara dihmpiri daftar hadir sidang pleno senat unirrersitas untuk
calon wakil rd<tor dan daftar hadir sidang pleno senat fakultas unfuk calon
dekan, cabn rwkil dekan.

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ｉ

　

ｇ

ｈ

　

」



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal l2

(1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Sebelas
Maret Nomor 156NN.27lKPl2O11 tentang Pemilihan Calon pimpinan
Universitas, Fakultas, dan Program Studi serta Peraturan Rektor Nomor
555/UN.27lKPl201 1 tentang Pemilihan Calon Direktur, Asisten Direktur
Program Pascaearjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi pascasarjana,
Ketua dan Sekretaris Lembaga, Serta Kepah dan Sekretaris pusat di
Universitas Sebelas Meret dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kenrudian.
(3) Peraturan Roktor hi borleku sejak tangrgal diletapkan.

Karsidi,MS
1981031006
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